
BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2O2O

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 50 TAHUN 2OT9 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2O2O

BI SMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang r a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Utara Tahun Anggaran 2O2O telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2Ol9 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2O2O

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Aceh Utara Nomor 19 Tahun 2O2O perlu diubah sehubungan dengan
adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2O2O

tentang Prubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O2O tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2O2O, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 76|PMK.O7l2O2O tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi
Khusus Fisik Tahun Anggaran 2O2O, Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor LS IKM.T 12020 tentang Tata Cara Pengelolaan
dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2O2O dan Pasal 160
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor
50 Tahun 2OL9 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2O2O perlu disesuaikan kembali.

b. bahwa berdasarkan perdmbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan
Kelima Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2Ol9 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara
Tahun Anggaran 2O2O;

: 1. Undans-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah" Otonoin Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
19$6 Nomor 58, Tambahan Lembarafi Negara Republik Indonesia
Nomor lO92);

2. Undans-Undans Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Banzufran (LemAaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor-68,
Tambahan'Lembaran Ne-gara Nomor 3312) seb-a_gaim_ana- telah diubah
densan Undans-Undang-Nomor 12 Tahun L994 (Lembaran Negara
Repilblit< Indondsia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Reirublik Indonesia Nomor 3569);

Mengingat
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3. Undalg-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun i999 Nomor 75, Tamba.han Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undalg-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah lstimewa Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuarrgan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undalg Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaa Pengelolaaa
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 440O);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

9. Undalg-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangal
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahal Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tamba-ha-n Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

l0.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O6 Nomor 26, Tambahan
Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

I 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

l2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tertang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesra Nomor 5495);

l3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengaa Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2O15 tentalg Perubahaa Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahaa Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Ta-hun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

l4.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan
Keuangal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 21O, Tamba-han Lembaral Negara
Republik Indonesia Nomor 4O28);
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layaaarr Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembararr Negara Republik Indonesia
Nomor 4502), sebagaimaaa telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 20O5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan [ayanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

l6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20O5 tentang Darra Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

lT.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2O05 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daera-h, sebagaimala tela.l. diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangaa
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O05 tentang Pedomaa
Penyusunan da-n Penerapan Standar Pelayanan Minima.l (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

l9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuaagan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 46 14);

20. Peratural Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang Laporal
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggun$awaban Kepa.la Daerah kepada Dewan
Perwakilal Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraal Pemerintahaa
Daerah kepada Masyara-kat (Lembaran Negara Republik Indonesia TaJrun
2OO7 Nomor 19, Tambahal Lembaraa Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentaag Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O10 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5104):

22.Pera+o:ran Pemerintah Nomor Tl Tahun 2O1O tentang Standar Akuntansi
Pemerintahal (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O10 Nomor
123, Tambahal Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 59, Tambahan
Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

24.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

25.Peratural Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undaag-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksalaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
(Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4 1 dan
Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2O 14 tentang Dala Desa yalrg Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaraa Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

27 .Peratwrat Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Fimpinan dan Anggota Dewan Perwakilar Ra.kyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-tru,n 2Ol7 Nomor 1O6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 605);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O 19 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (l,embaraa Negara Republik Indonesia Tahun 2O 19
Nomor 42, Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

29. Peraturan Presiden Nomor 16 Ta-hun 2018 tentang Pengadaan
Baralg/Jasa Pemerintah;

3O.Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2O19 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2O2O;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah tera1<trir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 I tentang Perubahan
kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangal Daeral (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 201 1 Nomor 31O);

32. Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedomarr
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimala telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2O11 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yalg Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belaaja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15 tenta.ng
Pembentukan Produk Hukum Daera-h sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturar Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

34.Peraturarr Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaal Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2O 16 Nomor 547);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penl'usunan Anggaran Pendapatan da-n Belanja Daerah Tahun Anggaran
2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2077 tentang
Pengelompokkan Kemampuan Keualgal Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

37.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keualgan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2O08 Nomor 253);
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Menetapkan

38. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2O17 tentang Hak
Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwalilan Rakyat
Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaraa 2077 (Lernbaral Kabupaten Aceh
Utara Tahun 2017 Nomor 7);

39.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanj a Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggar an 2O2O
(Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 9);

40.Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 34 Tahun 2010 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaaa Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara (Berita
Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 33);

41. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2013 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh
Utara Ta.hun 2O 13 Nomor 31);

42.Peraltrat Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2O19 tentalg Penjabaran
Anggaran Pendapataa Dan Belanja Kabupaten Aceh Uta.ra Tahun
Anggaran 202O sebagaimaaa telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 19 Tahun 2O2O terrtal:g Perubahan
Keempat atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 5O Tahun 2O19 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara
Tahun Anggar an 2O2O (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020
Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH
UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan da-lam Peratural Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dal Belanja Kabupaten Aceh
Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengal Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 19 Tahun 2020 tentang
Perubahal Keempat atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2O19
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara
Tahun Anggar aa 2020 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2O19 Nomor 5O),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka t huruf b poin 2 dan angka 2 huruf b poin l)
dart 2) diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasa-l 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun
Anggaran 2020 sebagai berikut :

l. Pendapatan Daerah
a. Pendapatar Asli Daerah

b. Dana Perimbangan
1) Dana Transfer Umum
2) Dala Tralsfer Khusus

Semula
Bertambah/ (berkurang)
Dana Transfer Khusus Setelalr
Perubahan

Dana Perimbalgan Setelah
Perubaharr

446. 151.552.000,00

Rp. 248.652.979.77O,OO

Rp. t.3t6.842.322.000,00
Rp. 979.a49.179.OOO,OO

87.037.000 00

382. 164.515.000,00

Rp
Rp

Rp

Rp. r.362.O13.694.000,O0
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c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1) Pendapatan Hibah Rp.
2l Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

Dart Pemerintah Daerah Lainnya Rp.
3) Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus Rp.
4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

67.71 1.560.000,00

60.o37.603.042,OO

77 t.O59.784.8s2,OO

25.000.000.000,00Pemerintah Daerah Lainnya
Jumlah Lain -Lain Pendapatan
Daerah yang Sah Setelah
Perubahan

Jumlah Pendapatan Setelah
Perubahan

2. Belanja Daerah
a. Belanja Tidak Langsung

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai

Semula
Bertambah / (berkurang)
Jumlah Belanja Pegawai Setelah
Peruba.1.an

2) Belanja Barang dan Jasa
Semula
Bertambah / (berkura-ng)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa
Setelah Perubahan

3) Belanja Modal
Semula
Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Belanja Modal
Setelah Perubahan

Jumlah Belanja Langsung Setelah
Perubahan

Jumlah Belanja Setelah
Perubahan

Surplus / (Defisit)

3, Pembiayaan Daera.h:
a. Penerimaan Pembiayaal Daerah
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaraa
Tahun Berkenaal

Rp. 923.408.947.894,OO

Rp. 2.534.475.621.664,OO

Rp. 1.704.392.4aa.802,50

Rp. 103.159.129.703,0O
Rp. (7.923.928.766.O01

Rp. 95.235.200.937,OO

Rp. 530.475.835.756,06
Rp. t1Q5..53O.861,243.O8)

Rp. 424.944.974.512,98

Rp. 424.169.645.424,94
85.114.904.960 42

Rp. 339.O54.740.868.52

Rp. 859.234.916.318,50

Ro. 2.563.627.4O5.12L.OO

Rp. (29. 151 .783.457,oo)

33. 151.783.457,00
4.000.000.000,00

29.751.783.457,OO

0,00

Rp.

Rp
Rp

Rp

Rp

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasaa Penjabaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dirinci lebih
lanjut pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.



3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut
dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut
dalam Dokumen Peiaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga-l diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkal di Lhokseumawe
pada tanggal 24 Juli 2O2O M

3 Dzulhijjah 1.441}{

fvverr 
ACEH ur^RA,4

/nL-\-r-U-

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 24 Juli 2O2O M

3 Dzulhijjah 7441H

H. MUHAMMAD THAIB

PARAF KOORDINASI

Kepala BPKD

Kabid. Anggaran l^

Kabag Hukum A

Plt RAH
KABUPA ARA,

RISA BENTARA

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2O2O NOMOR 2Z


